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 ABSTRACT; This study aims to comprehensively examine the forms of legal 

responsibility for advocates in cases of sexual misconduct in Indonesia from a 

juridical perspective. The research employs a normative juridical method with a 

statutory and conceptual approach. Data sources were obtained through 

literature study encompassing primary, secondary, and tertiary legal materials. 

The research findings indicate that advocate responsibility in sexual misconduct 

cases includes three primary domains: professional responsibility, legal 

responsibility, and ethical responsibility. Any sexual misconduct committed by an 

advocate can result in sanctions ranging from written warnings, suspension, to 

revocation of advocate status by the Advocate Honor Co uncil. The study 

concludes that the mechanism of advocate responsibility in sexual misconduct 

cases requires coordination between the Advocate Organization, Honor Court, 

and Judicial Institutions to ensure the integrity of the advocate profession.  

Keywords: Responsibility, Advocate, Sexual Misconduct, Indonesian Law. 

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif bentuk 

pertanggungjawaban advokat dalam kasus pelanggaran asusila di Indonesia 

ditinjau dari perspektif yuridis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh 

melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban advokat dalam 

pelanggaran asusila meliputi tiga ranah utama: pertanggungjawaban profesi, 

pertanggungjawaban hukum, dan pertanggungjawaban etik. Setiap pelanggaran 

asusila yang dilakukan advokat dapat berimplikasi pada pemberian sanksi mulai 

dari peringatan tertulis, skorsing, hingga pencabutan status advokat oleh Dewan 

Kehormatan Advokat. Penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme 

pertanggungjawaban advokat dalam kasus asusila membutuhkan koordinasi antara 

Organisasi Advokat, Mahkamah Kehormatan, dan Pengadilan untuk menjamin 

tegaknya integritas profesi advokat. 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Advokat, Pelanggaran Asusila, Hukum 

Indonesia. 
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PENDAHULUAN 

Profesi advokat merupakan pilar penegakan hukum yang memiliki peran strategis dalam 

sistem peradilan. Advokat dipandang sebagai profesi terhormat (officium nobile) yang 

memiliki tanggung jawab fundamental dalam menegakkan keadilan, membela kepentingan 

hukum masyarakat, dan menjunjung tinggi etika profesi. Namun, realitas empiris 

menunjukkan bahwa tidak semua advokat mampu mempertahankan integritas profesionalnya. 

Fenomena pelanggaran asusila yang dilakukan advokat menjadi persoalan kritis yang merusak 

citra profesi hukum. Pelanggaran ini tidak hanya berdimensi hukum pidana, tetapi juga 

menyentuh ranah etika profesi dan kepercayaan publik. Kompleksitas persoalan tersebut 

memunculkan pertanyaan mendasar tentang mekanisme pertanggungjawaban dan sistem 

sanksi yang efektif. 

Kerangka hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 

2003, Kode Etik Advokat, dan peraturan terkait, seharusnya mampu mengawal profesionalitas 

advokat. Namun, implementasinya kerap menunjukkan kelemahan dalam proses penegakan 

hukum dan etika profesi. Penelitian ini bermaksud mengeksplorasi secara komprehensif: 

1. Bentuk-bentuk pelanggaran asusila yang dilakukan advokat 

2. Mekanisme pertanggungjawaban hukum dan etik 

3. Efektivitas sistem sanksi yang berlaku 

4. Implikasi pelanggaran terhadap integritas profesi advokat 

Signifikansi penelitian terletak pada upaya memberikan kontribusi konseptual dan 

praktis dalam mengembangkan sistem pengawasan dan pembinaan profesi advokat, sehingga 

dapat meminimalisir penyimpangan dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Melalui 

pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan mampu memetakan persoalan kompleks 

seputar pertanggungjawaban advokat dalam konteks pelanggaran asusila, serta merumuskan 

rekomendasi strategis bagi perbaikan sistem pembinaan profesi hukum di Indonesia. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar bersifat akademis, melainkan juga 

memberikan kontribusi nyata dalam upaya menjaga marwah dan kehormatan profesi advokat. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang- 

undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Fokus 
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penelitian adalah menganalisis pertanggungjawaban advokat dalam kasus pelanggaran asusila 

melalui telaah kritis terhadap peraturan perundangan, kode etik, dan konsep hukum yang 

berlaku. Sumber data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang 

mencakup bahan hukum primer yaitu Undang-Undang advokat, kode etik advokat, peraturan 

mahkamah kehormatan advokat. Bahan Hukum Sekunder yaitu literatur hukum, jurnal ilmiah, 

publikasi hukum terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan 

penelusuran sistematis berbagai dokumen hukum. Analisis data menggunakan metode 

deskriptif-analitis dengan tahapan yaitu Identifikasi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, 

interpretasi normatif, konstruksi argumentasi hukum, penarikan kesimpulan. 

Pendekatan yuridis normatif memungkinkan penelitian untuk menghasilkan analisis 

komprehensif tentang mekanisme pertanggungjawaban advokat dan implikasinya terhadap 

integritas profesi hukum di Indonesia. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Definisi kode etik profesi keadvokatan 

Sebagai penegak hukum merupakan profesi yang rentan dari berbagai intervensi kepentingan, 

longgarnya profesi advokat dari ikatan kepercayaan, dan tentu saja, pengawasan masyarakat. Advokat 

di lindungi oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yang menetapkan bahwa 

“advokat dalam menjalankan profesinya bebas, mendiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan 

hukum, dan dilindungi oleh undang-undang demi terselengaranya upaya penegakan supremasi 

hukum.” Salah satu jaminan yang di berikan adalah UU advokat yaitu advokat tidak dapat di tuntut 

baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya.1 

Setiap advokat sangat memperhatikan kemenangan perkara saat bekerja. Seorang advokat telah 

di sumpah menurut kepercayaan atau agamanya masing-masing untuk bersungguh-sungguh 

menjalankan profesinya bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga untuk 

mematuhi kode etik dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, advokat diberi julukan 

officium nobile, yang berarti profesi yang terhormat. Karena peran mereka sebagai penegak hukum 

dan keadilan, seorang advokat harus memiliki moral dan etika yang tinggi. 

Sebelum dapat bekerja sebagai advokat, seorang advokat harus memenuhi beberapa syarat. 

Mereka harus memiliki gelar sarjana hukum, mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat 

(PKPA) yang di adakan oleh organisasi Advokat, dan kemudian menjalani ujian profesi 
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Advokat, pada tahap ujian ini, calon advokat harus memahami kode etik advokat, yang 

merupakan bagian dari materi ujian. Setelaih lulus, cailon aidvokait hairus melaikukain maigaing selaimai 

duai taihun. Setelaih itu, merekai daipait di aingkait dain dilaintik oleh aisosiaisi aidvokait setelaih 

bersumpaih sebaigaii aidvokait di haidaipain ketuai Pengaidilain Tinggi sesuaii dengain aigaimai dain 

kepercaiyaiain merekai. Tidaik peduli aipaikaih merekai ingin aitaiu tidaik, seoraing aidvokait paisti aikain 

terlibait dailaim duniai aidvokait kairenai berbaigaii syairait dain aidministraisi formail. AIdai 

kemungkinain baihwai dinaimikai ini beraisail dairi proses ainailisis kaisus yaing di taingaini oleh senior 

pembimbing. Baihkain sebelum merekai menjaidi aidvokait yaing independen dain maindiri, senior 

pembimbing tersebut sering mengaimaiti baigaiimainai merekai mempertimbaingkain pro dain kontrai 

bedai kaisus dengain klien merekai berpairtisipaisi dailaim penegaikain hukum di Indonesiai. Naimun 

demikiain, seluruh kebebaisain yaing di berikain kepaidai aidvokait tersebut didaisairkain paidai 

kehormaitain dain kepribaidiain seoraing aidvokait yaing percaiyai paidai independensi, kejujurain, 

keraihaisiaiain, dain keterbukaiain. Dengain mempertimbaingkain hail-hail di aitais, daipait di 

simpulkain baihwai seluruh aidvokait di Indonesiai di tuntut taiait terhaidaip kode etik aidvokait, 

kairenai di dirinyai telaih terikait oleh hail itu.2 

Untuk kode etik profesi berfungsi dengain baiik dain efektif, hairus aidai lembaigai yaing 

bertainggung jaiwaib untuk membaingun dain mengaiwaisinyai. AIdvokait biaisainyai 

melaikukainnyai melailui baidain aitaiu dewain kehormaitain profesi. Dewain kehormaitain 

memiliki kewenaingain untuk melaikukain tindaikain aidministraitif terhaidaip ainggotai yaing 

melainggair kode etik, tindaikain aidministraitif ini daipait mencaikup hukumain yaing pailing 

ringain ,seperti tegurain aitaiu peringaitain, tetaipi merekai jugai daipait mengingait dain 

mempertimbaingkain serius pelainggairain yaing di laikukain oleh oraing laiin.3 

Menurut Undaing-undaing No. 18 Taihun 2003 paisail 7 aiyait (1) hukumain aitaiu sainksi 

yaing di jaituhkain kepaidai aidvokait berupai: 

1. Tegurain lisain 

2. Tegurain tertulis 

3. Pemberhentiain sementairai dairi profesinyai selaimai 3 saimpaii 12 bulain 

4. Pemberhentiain tetaip dairi profesinyai 

 

Dengain pertimbaingain aitais berait dain ringainnyai sifait pelainggairain kode etik daipait 

dikenaikain sainksi-sainksi dengain hukumain: 

1. Tegurain aitaiu peringaitain biaisai jikai sifait pelainggairainnyai tidaik berait 

2. Peringaitain kerais jikai pelainggairainnyai berait aitaiu kairenai mengulaingi berbuait 
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melainggair kode etik dai aitu tidaik mengindaihkain sainksi tegurain/peringaitain yaing di 

berikain 

3. Pemberhentiain sementairai untuk waiktu tertentu jikai sifait pelainggairainnyai berait, 

tidaik mengindaihkain dain tidaik menghormaiti ketentuain kode etik profesi aitaiu 

bilaihmainai setelaih mendaipaitkain sainksi peringaitain kerais maisih mengulaingi 

pelainggairain kode etik profesi 

4. Pemecaitain dairi keainggotaiain profesi jikai melaikukain pelainggairain kode etik dengain 

maiksud dain tujuain untuk merusaik citrai dain mairtaibait kehormaitain profesi aidvokait 

yaing waijib di junjung tinggi sebaigaii profesi yaing muli dain terhormait 

AIdvokait daipait di berhentikain dairi profesinyai secairai tetaip kairenai ailaisain: 

1. Permohonain sendiri 

2. Dijaituhi pidainai yaing telaing mempunyaii kekuaitain hukum tetaip, kairenai melaikukain 

tindaik pidainai yaing diaincaim dengain hukumain 4 taihum aitaiu lebih 

3. Berdaisairkain keputusain orgainisaisi aidvokait. 

 

Dailaim kenyaitaiainnyai, aidvokait aidailaih sailaih saitu profesi di bidaing hukum yaing pailing di 

perhaitikain oleh maisyairaikait saiait menghaidaipi maislaih hukum. AIdvokait di ainggaip oleh 

maisyairaikait sebaigaii spesiailis dailaim penyelesaiiain maisailaih hukum dain secairai profesionail 

memiliki tainggung jaiwaib untuk melindungi wairgai negairai dailaim proses penyesaiiain maisailaih 

yaing dilainggairnyai oleh undaing- undaing. Naimun, kairenai bainyaiknyai pelainggairain yaing 

dilaikukain oleh aidvokait selaimai bertaihun- taihun, pairai aidvokait laiin membuait lembaigai 

untuk mengaitur kode etik aidvokait di Indonesiai. Naimun, pelainggairain yaing di laikukain oleh 

aidvokait tidaik hainyai terbaitais oleh aiturain hukum, sehinggai tidaik merusaik keduainyai. Di aikui 

baihwai pengaicairai hairus memaituhi kode etik, meskipun bainyaik kaisus dimainai merekai 

menyimpaing dairinyai tainpai berusaihai mempraiktikainnyai. Hainyai saitu kaisus yaing menjaidi 

perhaitiain publik, komite kehormaitain memecait seoraing aidvokait senior. Keputusain itu di 

daisairkain paidai kode etik, yaing menimbulkain ” keraiguain “ di maitai publik taipi tidaik 

berdaimpaik. AIdvokait bertainggung jaiwaib untuk menjaigai integritais pribaidi dain melaiksainaikain 

fungsi dain tainggung jaiwaib merekai sebaigaii aidvokait. Pengaidilain, pelainggain, negairai 

baigiain, komunitais, dain yaing pailing penting dirinyai sendiri. 
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B. Pertanggungjawaban Advokat dalam Pelanggaran asusila 

Hukum selailu berkembaing seiring dengain perubaihain dailaim kehidupain maisyairaikait, 

termaisuk maisailaih-maisailaih yaing muncul. Sailaih saitu taindai perkembaingain zaimain aidailaih 

kemaijuain teknologi, yang diindonesia langsung dengan pesat dan mempengaruhi kemajuan sarana 

bagi maisyairaikait. Perkembaingain ini telaih mengubaih perilaiku sosiail maisyairaikait, 

terutaimai dailaim interaiksi aintairindividu, sehinggai muncul nilaii-nilaii bairu. Kemaijuain dailaim 

aispek ini jugai mempermudaih maisyairaikait dailaim melaikukain pertukairain informaisi secairai 

cepait dain efisien.Dailaim konteks hukum pidainai, tindaikain yaing dilairaing berkaiitain dengain tindaik 

pidainai dain pertainggungjaiwaibain pidainai, yaiitu sejaiuh mainai seseoraing menyaidairi dain 

maimpu menilaii baiik buruk perbuaitainnyai. Pidainai berkaiitain dengain sainksi aitaiu hukumain 

yaing dijaituhkain kepaidai pelainggair, yaing hainyai daipait ditentukain melailui putusain haikim 

yaing bersifait finail, dengain jenis pidainai yaing telaih diaitur dailaim Undaing-Undaing6. Tidaik boleh 

aidai sainksi pidainai yaing bertentaingain dengain ketentuain hukum. 

Meskipun perkembaingain teknologi aiwailnyai laimbait, kemaijuain kebudaiyaiain umait 

mainusiai membuaitnyai semaikin cepait.Erai globailisaisi saiait ini telaih meningkaitkain airus 

informaisi, sehinggai aikses terhaidaip informaisi dain komunikaisi menjaidi lebih mudaih baigi setiaip 

individu tainpai baitaisain waiktu dain ruaing. Sailaih saitu haik kebebaisain wairgai negairai Indonesiai 

aidailaih haik untuk berekspresi. Naimun, kebebaisain ini sering disailaihairtikain sebaigaii kebebaisain 

tainpai baitais, yaing kaidaing melainggair normai kesusilaiain dain kesopainain maisyairaikait. Perilaiku 

menyimpaing dailaim interaiksi sosiail di mediai sosiail daipait menggainggu hubungain sosiail yaing aidai. 

Dengain kemaijuain teknologi yaing pesait, 7muncul daimpaik positif dain negaitif; teknologi seperti pisaiu 

bermaitai duai.Sailaih saitu daimpaik negaitif dairi kemaijuain teknologi informaisi aidailaih penyebairain 

konten yaing melainggair kesusilaiain, yaing daipait terjaidi kaipain saijai dain di mainai saijai. Hail ini 

menjaidi perhaitiain serius baigi pemerintaih, aipairait penegaik hukum, aikaidemisi, dain 

maisyairaikait umum. Meskipun maisyairaikait memiliki haik untuk memainfaiaitkain teknologi 

informaisi dain komunikaisi, tetaip diperlukain aiturain yaing membaitaisi penggunaiainnyai aigair 

hukum bersifait tegais dain memaiksai. 

Mediai sosiail memiliki potensi besair untuk memberikain mainfaiait signifikain dailaim 

berbaigaii aispek kehidupain, mulaii dairi komunikaisi hinggai promosi bisnis. Naimun, penting 

untuk menyaidairi dain mengelolai risiko sertai daimpaik negaitif yaing mungkin timbul. 

Penggunaiain mediai sosiail secairai bijaiksainai dain bertainggung jaiwaib aidailaih kunci untuk 
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memaiksimailkain mainfaiait sertai meminimailkain kerugiain.Teknologi diciptaikain untuk 

meningkaitkain kuailitais hidup aigair lebih efisien dain produktif. 

Naimun, teknologi jugai daipait menjaidi sairainai baigi berbaigaii kejaihaitain seperti penipuain, 

penipuain bursai efek, penipuain perbainkain, dain pornograifi. Dailaim menainggaipi hail ini, hukum 

mengaitur setiaip oraing yaing secairai sengaijai mendistribusikain aitaiu mentrainsmisikain 

informaisi elektronik yaing melainggair kesusilaiain sesuaii dengain paisail 27 aiyait (1) Undaing-

Undaing ITE, di mainai pelainggair daipait dijaituhi hukumain penjairai pailing laimai enaim taihun 

dain/aitaiu dendai hinggai saitu miliair rupiaih.Sailaih saitu jenis tindaik pidainai siber dailaim konteks 

kehidupain maisyairaikait aidailaih penyebairain konten aisusilai yaing diaitur dailaim paisail 45 aiyait (1) 

Undaing-Undaing ITE. Penyebairain konten tidaik senonoh melailui mediai elektronik semaikin 

meningkait seiring waiktu. Meningkaitnyai penyailaihgunaiain ini hairus diimbaingi dengain 

upaiyai pencegaihain, penguraingain, dain penegaikain sainksi terhaidaip semuai jenis penyailaihgunaiain 

tersebut. Penegaikain aiturain hukum sertai normai morail saingait penting untuk mencegaih 

tindaik kejaihaitain dain pelainggairain lebih serius laigi.AIsusilai merujuk paidai sikaip aitaiu tindaikain yaing 

melainggair normai kesopainain dailaim bidaing seksuail, di mainai perilaiku tersebut daipait 

menimbulkain raisai bersailaih aitaiu jijik paidai oraing laiin. Tindaikain-tindaikain ini sering terjaidi 

di zaimain sekairaing dain biaisainyai dilaikukain untuk mengaincaim korbain aigair mengikuti 

kehendaik pelaiku. 

Etikai berkaiitain erait dengain profesionailisme, yaing mencerminkain komitmen ainggotai 

suaitu profesi untuk selailu meningkaitkain dain menjaigai kuailitais profesionail merekai. 

Profesionailisme mencerminkain sikaip mentail di mainai pairai profesionail bertekaid untuk 

mengembaingkain bidaingnyai dengain mengaicu paidai normai, staindair, dain kode etik yaing 

berlaiku, sertai memberikain pelaiyainain terbaiik. AIdvokait sebaigaii penegaik hukum memiliki 

perbedaiain dengain kepolisiain aitaiu kejaiksaiain yaing terikait oleh negairai; aidvokait aidailaih 

penegaik hukum yaing bersifait bebais dain maindiri (sesuaii dengain Undaing- Undaing AIdvokait, 

2003). Meskipun demikiain, aidvokait tetaip menjaidi sailaih saitu pilair utaimai dailaim penegaikain 

hukum kairenai merekai berperain dailaim menegaikkain keaidilain dain kemainusiaiain baigi 

tersaingkai aitaiu terdaikwai.Sebaigaii profesi dailaim penegaikain hukum, aidvokait memiliki kode etik 

profesi yaing merupaikain seperaingkait normai yaing ditetaipkain dain diterimai oleh kelompok 

profesi tersebut. Normai-normai ini memberikain airaihain dain painduain kepaidai ainggotai profesi 

mengenaii etikai yaing hairus dijunjung untuk memaistikain kuailitais morail profesi di maitai 
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maisyairaikait. Kode etik profesi, khususnyai kode etik aidvokait, jugai bertujuain untuk melindungi 

hukum baigi setiaip ainggotainyai dailaim menjailainkain tugaisnyai. Sebaigaii profesi terhormait 

aitaiu *officium nobile*, aidvokait menjailainkain tugaisnyai di baiwaih perlindungain hukum, yaiitu 

undaing- undaing dain Kode Etik. 

Tainggung jaiwaib aidailaih aispek laiin yaing diaitur dailaim kode etik aidvokait. Seoraing aidvokait 

hairus bertainggung jaiwaib dailaim setiaip tindaikain profesionail yaing dilaikukain. Ini mencaikup 

tainggung jaiwaib terhaidaip klien, pengaidilain, maisyairaikait, dain profesi itu sendiri. AIdvokait hairus 

memaistikain baihwai setiaip laingkaih yaing diaimbil sesuaii dengain hukum dain kode etik 

yaing berlaiku, sertai memberikain laiyainain hukum yaing berkuailitais tinggi Profesionailisme 

melengkaipi keempait pilair utaimai dailaim kode etik aidvokait. Seoraing aidvokait hairus selailu 

bersikaip profesionail dailaim setiaip interaiksi, baiik dengain klien, sesaimai aidvokait, maiupun 

pihaik laiin yaing terkaiit dengain pekerjaiain merekai. Ini mencaikup berpenaimpilain laiyaik, 

berbicairai dengain sopain, dain menjaigai etikai komunikaisi. Profesionailisme jugai berairti 

terus mengembaingkain diri melailui pendidikain berkelainjutain dain tetaip mengikuti 

perkembaingain terbairu dailaim bidaing hukum. 

Dengain demikiain, penyuluhain etikai profesi hukum baigi cailon aidvokait oleh Ikaidin bukain 

hainyai penting, tetaipi jugai esensiail dailaim membentuk aidvokait yaing kompeten, 

berintegritais, dain profesionail. Melailui pemaihaimain yaing mendailaim tentaing kode etik ini, 

dihairaipkain pairai cailon aidvokait daipait menjailainkain tugaisnyai dengain penuh tainggung 

jaiwaib dain berkontribusi positif dailaim penegaikain hukum dain keaidilain di Indonesiai. 

C. Jenis-Jenis Pelanggaran Asusila dalam Praktik Advokasi 

 

Profesi aidvokait di Indonesiai memiliki perain yaing saingait penting dailaim penegaikain 

hukum dain perlindungain haik-haik maisyairaikait. Naimun, meskipun profesi ini didaisairkain 

paidai prinsip keaidilain, dailaim kenyaitaiainnyai, aidai kailainyai pelainggairain aisusilai terjaidi 

dailaim praiktiknyai. Pelainggairain ini bisai terjaidi dailaim berbaigaii bentuk, baiik yaing 

melibaitkain klien, rekain kerjai, maiupun pihaik laiin yaing terlibait dailaim proses hukum. Hail ini 

jelais merusaik citrai profesi dain kepercaiyaiain publik terhaidaip sistem peraidilain. Dailaim 

tulisain ini, aikain dibaihais beberaipai jenis pelainggairain aisusilai yaing bisai terjaidi dailaim 

praiktik aidvokait, daimpaiknyai, sertai laingkaih-laingkaih yaing bisai diaimbil untuk 

mencegaihnyai. Profesi hukum paidai haikikaitnyai merupaikain bentuk penegaikain hukum yaing 
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meringainkain bebain maisyairaikait untuk mengaitaisi aitaiu mencairi jailain keluair maisailaih 

sesuaii dengain yaing sehairusnyai diperoleh klien, bukain memenaingkain aitaiu melaiwain oraing 

yaing bermaisailaih hukum. Maikai dairi itu, pekerjaiain Pengaicairai tidaik berwenaing 

memberikain jaiminain penuh untuk memenaingkain kliennyai, sebaigaiimainai yaing telaih diaitur 

dailaim UU AIdvokait No. 18 Taihun 2003 aiyait (4) "Pengaicairai tidaik berwenaing memberikain 

jaiminain kepaidai kliennyai baihwai perkairai yaing sedaing ditaingaininyai daipait memperoleh 

kemenaingain.” Maikai, begitu jelais baihwai sifait pekerjaiain Pengaicairai aidailaih memberikain 

bimbingain dain baintuain berdaisairkain kemaimpuain maising-maising. Paidai praiktiknyai di 

laipaingain terdaipait berbaigaii kaisus yaing bertentaingain dengain kode etik, tidaik hainyai 

bainyaik pihaik yaing dirugikain, tetaipi seolaih-olaih seluruh laindaisain profesi hukum telaih 

hilaing, termaikain oleh naifsu individuailistis. Jenis-Jenis Pelainggairain AIsusilai dailaim 

Praiktik AIdvokait. 

1. Eksploitaisi Seksuail terhaidaip Klien 

Eksploitaisi seksuail dailaim hubungain aintairai aidvokait dain klien aidailaih sailaih saitu 

pelainggairain aisusilai yaing pailing serius dain merusaik integritais profesi. Dailaim hail ini, seoraing 

aidvokait menggunaikain posisinyai untuk memperoleh keuntungain seksuail dairi kliennyai, yaing 

seringkaili beraidai dailaim keaidaiain rentain. Tindaikain ini bisai melibaitkain penyailaihgunaiain 

kepercaiyaiain klien dengain cairai yaing saingait merugikain. Contoh: Seoraing aidvokait memintai 

hubungain seksuail dairi klien dengain jainji baihwai kaisus hukum yaing sedaing ditaingaini aikain 

diselesaiikain dengain lebih cepait aitaiu haisilnyai aikain menguntungkain klien. 

2. Pelecehain Seksuail di Tempait Kerjai 

Selaiin aintairai aidvokait dain klien, pelecehain seksuail jugai bisai terjaidi di lingkungain 

kerjai, seperti aintairai aidvokait dengain rekain sejaiwait aitaiu staif di firmai hukum. Pelecehain ini bisai 

berupai komentair- komentair tidaik senonoh, sentuhain fisik yaing tidaik diinginkain, aitaiu baihkain 

perilaiku yaing berusaihai merendaihkain mairtaibait oraing laiin. Pelecehain seksuail dailaim lingkungain 

kerjai daipait menciptaikain suaisainai yaing tidaik nyaimain dain menggainggu kinerjai sertai 

kehairmonisain dailaim pekerjaiain. Contoh:Seoraing aidvokait memberikain komentair seksuail 

yaing tidaik paintais kepaidai staif di firmai hukum aitaiu mencobai memainfaiaitkain posisinyai untuk 

memintai laiyainain seksuail sebaigaii imbailain aitais suaitu keuntungain pekerjaiain. 

3. Penyailaihgunaiain Kekuaisaiain untuk Kepentingain Pribaidi 
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AIdvokait memiliki kekuaisaiain yaing besair dailaim mengaitur jailainnyai proses 

hukum. Saiyaingnyai, tidaik jairaing kekuaisaiain ini disailaihgunaikain untuk 

kepentingain pribaidi, termaisuk untuk mendaipaitkain keuntungain seksuail dairi pihaik 

laiin yaing terlibait dailaim kaisus. Penyailaihgunaiain kekuaisaiain ini bisai berupai 

pemaiksaiain aitaiu pengairuh yaing diberikain secairai tidaik saih untuk mendaipaitkain 

imbailain pribaidi, baiik berupai hubungain seksuail aitaiu keuntungain laiinnyai. 

Contoh:Seoraing aidvokait memainfaiaitkain posisinyai untuk menekain klien aitaiu saiksi aigair 

maiu mengikuti keinginain pribaidi aidvokait, termaisuk dailaim hail hubungain seksuail aitaiu 

permintaiain laiinnyai yaing tidaik etis. 

4. Korupsi Seksuail dailaim Duniai Hukum 

Selaiin pelainggairain seksuail yaing melibaitkain hubungain laingsung aintairai aidvokait dain 

klien, aidai pulai praiktik korupsi yaing melibaitkain imbailain seksuail. Ini terjaidi ketikai seoraing 

aidvokait aitaiu pihaik laiin dailaim sistem peraidilain menerimai aitaiu menaiwairkain imbailain 

seksuail sebaigaii baigiain dairi kesepaikaitain untuk mempengairuhi haisil suaitu perkairai. 

Contoh:Seoraing aidvokait memberikain laiyainain seksuail sebaigaii imbailain untuk mempengairuhi 

keputusain haikim aitaiu pejaibait pengaidilain dailaim perkairai yaing sedaing ditaingaini. 

5. Penyailaihgunaiain Posisi untuk Keuntungain Pribaidi aitaiu Keuaingain 

Selaiin maisailaih seksuail, penyailaihgunaiain posisi aitaiu informaisi yaing diperoleh dairi 

klien untuk kepentingain pribaidi jugai merupaikain pelainggairain serius. Hail ini terjaidi ketikai 

seoraing aidvokait menggunaikain daitai aitaiu informaisi yaing diperoleh dairi klien untuk 

meraiih keuntungain pribaidi, seperti menjuail informaisi tersebut ke pihaik laiin aitaiu 

memainfaiaitkain daitai tersebut untuk merugikain klien demi keuntungain pribaidi. 

Contoh:Seoraing aidvokait membocorkain informaisi raihaisiai yaing diperoleh dairi klien kepaidai 

pihaik ketigai untuk mendaipaitkain imbailain finainsiail aitaiu keuntungain laiinnyai. 

Daimpaik Pelainggairain AIsusilai dailaim Praiktik AIdvokait 

1. Kerusaikain paidai Klien 

Pelainggairain aisusilai daipait menyebaibkain kerusaikain psikologis yaing mendailaim 

paidai klien. Klien yaing menjaidi korbain eksploitaisi aitaiu pelecehain seksuail oleh aidvokait sering 

kaili meraisai terperaingkaip dain tidaik berdaiyai. Ini daipait memengairuhi kepercaiyaiain diri dain jugai 
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memengairuhi jailainnyai perkairai yaing sedaing ditaingaini. 

2. Merusaik Reputaisi Profesi AIdvokait 

Pelainggairain aisusilai yaing dilaikukain oleh seoraing aidvokait tidaik hainyai merusaik reputaisi 

pribaidi, tetaipi jugai menurunkain kepercaiyaiain maisyairaikait terhaidaip profesi hukum secairai 

keseluruhain. Profesi aidvokait yaing sehairusnyai menjaidi pembelai keaidilain dain haik aisaisi 

mainusiai justru daipait diainggaip tidaik laigi daipait dipercaiyai jikai aidai bainyaik kaisus 

pelainggairain etikai dain aisusilai di dailaimnyai. 

3. Sainksi Disipliner dain Hukum 

Pelainggairain aisusilai dailaim praiktik aidvokait aikain berujung paidai sainksi 

disipliner, seperti pencaibutain izin praiktik aitaiu pemecaitain dairi orgainisaisi profesi. Selaiin itu, 

jikai tindaikain tersebut melainggair hukum pidainai, pelaiku bisai dijaituhi hukumain penjairai aitaiu 

dendai, yaing tentunyai aikain merugikain kairier dain reputaisi aidvokait tersebut. 

Upaiyai Pencegaihain Pelainggairain AIsusilai 

1. Pendidikain Etikai yaing Lebih Ketait 

AIdvokait hairus mendaipaitkain pendidikain tentaing etikai profesi yaing lebih mendailaim, 

baiik saiait menjailaini pendidikain formail maiupun selaimai kairiernyai. Pelaitihain berkelainjutain 

tentaing etikai dain tainggung jaiwaib profesi saingait penting untuk memaistikain baihwai aidvokait 

memaihaimi baitaisain- baitaisain morail dain profesionail dailaim menjailainkain tugaisnyai. 

2. Pengaiwaisain yaing Ketait di Firmai Hukum 

Firmai hukum hairus memiliki sistem pengaiwaisain yaing ketait untuk memaistikain 

baihwai semuai aidvokait dain staif yaing bekerjai di dailaimnyai memaituhi kode etik dain tidaik 

terlibait dailaim perilaiku yaing tidaik etis. Ini jugai mencaikup sistem pengaiduain yaing efektif untuk 

menaingaini kaisus-kaisus pelecehain aitaiu pelainggairain etikai laiinnyai. 

3. Sistem Pengaiduain yaing AImain dain Efektif 

Orgainisaisi profesi seperti PERAIDI hairus menyediaikain sailurain pengaiduain yaing aimain 

baigi klien aitaiu pihaik laiin yaing meraisai dirugikain aitaiu dilecehkain. Sailurain ini hairus maimpu 

memberikain perlindungain baigi pengaidu dain memaistikain baihwai laiporain tersebut 

ditindaiklainjuti secairai trainspairain dain aidil. 
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4. Penegaikain Sainksi yaing Tegais 

Penegaikain sainksi yaing tegais terhaidaip pelainggairain etikai dain aisusilai aikain memberi 

pesain baihwaprofesi aidvokait tidaik mentolerir perilaiku tidaik etis. Sainksi disipliner, seperti 

pencaibutain izin praiktik aitaiu pemecaitain dairi orgainisaisi profesi, hairus diberikain dengain tegais 

kepaidai aidvokait yaing terbukti melaikukain pelainggairain. 

Pelainggairain aisusilai dailaim praiktik aidvokait aidailaih maisailaih serius yaing tidaik hainyai 

merugikain korbain, tetaipi jugai mengaincaim integritais profesi hukum itu sendiri. Oleh kairenai itu, 

pencegaihain dain penaingainain kaisus-kaisus semaicaim ini saingait penting dilaikukain, baiik melailui 

pendidikain etikai yaing baiik, pengaiwaisain ketait, sistem pengaiduain yaing aimain, dain 

penegaikain sainksi yaing aidil. Dengain laingkaih-laingkaih tersebut, dihairaipkain profesi aidvokait 

daipait terus menjaigai kepercaiyaiain maisyairaikait dain berfungsi dengain baiik sebaigaii penjaigai 

keaidilain di Indonesiai. 

 

Peran Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dalam Mengawasi pelanggaran 

PERAIDI aidailaih saitu-saitunyai orgainisaisi hukum yaing berwenaing. 

Menjailainkainwewenaing dairi Orgainisaisi AIdvokait. Ini aidailaih sebaigaii berikut. Saitu-saitunyai 

profesi AIdvokait sebaigaiimainai yaing dimaiksud dailaim UU AIdvokait yaiitu saitu-saitunyai 

waidaih profesi AIdvokait yaing memiliki wewenaing untuk menjailainkain aitaiu melaiksainaikain 

pendidikain khusus profesi AIdvokait [Paisail 2 aiyait (1)], pengujiain cailon AIdvokait [Paisail 3 aiyait (1) 

huruf f], pengaingkaitain AIdvokait [Paisail 2 aiyait (2)], membuait kode etik [Paisail 26 aiyait (1)], 

membentuk Dewain Kehormaitain [Paisail 27 aiyait (1)], membentuk Komisi Pengaiwais [Paisail 13 

aiyait (1)], melaikukain pengaiwaisain [Paisail 12 aiyait (1)], dain memberhentikain AIdvokait [Paisail 

9 aiyait (1), UU AIdvokait]. (Sitorus, 2019). 

Tugais dairi orgainisaisi PERAIDI melaikukain pemaintaiuain, pengaiwaisain ainggotai untuk 

menjaimin kuailitais pelaiyainain, melaikukain aidvokaisi terhaidaip klien sesuaii ketentuain yaing 

berlaiku, menjaigai integritais profesi di maitai maisyairaikait dain jugai membelai kepentingain 

maisyairaikait khususnyai maisyairaikait yaing tidaik maimpu aitaiu prodeo. Yaing terjaidi paidai saiait 

ini, Orgainisaisi AIdvokait sibuk mencairi ainggotai sebainyaik-bainyaiknyai untuk legitimaisi dairi 

Orgainisaisi AIdvokait yaing merekai pimpin mengingait orgainisaisi AIdvokait saiait ini sudaih 

tidaik laigi orgainisaisi AIdvokait tunggail. Sebaigaiimainai di kaitaikain dailaim UU AIdvokait. 

Daimpaik dairi perpecaihain ini, pairai penngurus- pengurus Orgainisaisi AIdvokait sibuk keliling 
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daieraih untuk mendirikain kaintor caibaing, melaiksainaikain kegiaitain Pendidikain Khusus Profesi 

AIdvokait (PKPAI) dain melaintik AIdvokait yaingbairu. 

Perain Peraidi sebaigaii Orgainisaisi AIdvokait itu melailui proses pendidikain dain 

binaiain AIdvokait, sesuaii Undaing-Undaing kailaiu PERAIDI itu memiliki kekuaisaiain untuk 

melaiksainaikain pendidikain profesi AIdvokait bersaimai dengain perguruain tinggi. PERAIDI jugai 

memiliki kewaijibain untuk mendidik cailon AIdvokait aigair menjaidi AIdvokait yaing 

berkemaimpuain, bersih, bermutu dain berpengailaimain. 

PERAIDI merupaikain orgainisaisi hukum yaing selailu mengedepainkain imunitais ainggotainyai, 

sehinggai pengaicairai tidaik bisai diperiksai aitaiu diselidiki semudaih wairgai negairai biaisai. Hail 

ini berkaiitain dengain kekebailainnyai sebaigaii seoraing pengaicairai yaing berpraiktik. AIpaibilai 

seoraing aidvokait diperiksai oleh pihaik kepolisiain, maikai polisi hainyai daipait mengaimbil 

tindaikain jikai penyidikain tersebut berkaiitain dengain pekerjaiain aitaiu profesi pengaicairai 

tersebut dain pengaicairai tersebut telaih memintai keteraingain terlebih daihulu kepaidai orgainisaisi 

aidvokait tersebut.Contohnyai, AIdvokait dilaiporkain menipu kliennyai sehinggai kliennyai 

kailaih, pertaimai sebelum Polisi daipait memeriksai AIdvokait, maikai hairus memintai orgainisaisi 

AIdvokait yaing mengaimainkain AIdvokait itu untuk memberi penjelaisain aipai yaing dilaikukain 

AIdvokait tersebut sesuaii staindair pekerjaiainnyai aitaiu tidaik. 

AIpaibilai perbuaitainnyai termaisuk dailaim pelainggairain etikai profesi, maikai seoraing 

AIdvokait tersebut hairus diperiksai oleh dewain etik aitaiu dewain kehormaitain AIdvokait dain kailaiu 

terbukti bersailaih, aikain diberikain sainksi aidministraisi dain mendaipaitkain sainksi pidainai dairi 

penegaik hukum. Tetaipi aipaibilai tidaik ditemukain bukti-bukti yaing cukup dailaim pemeriksaiain 

oleh dewain etik tentaing aiduain yaing diaijukain, maikai iai tidaik daipait diproses oleh 

pidainai. Kecuaili paidai sesuaitu yaing jelais aitais kesailaihainnyai yaing sudaih diaitur 

didailaim undaing-undaing yaing sudaih aidai seperti mencuri, mengkonsumsi nairkobai, aitaiu 

korupsi dengain ailaisain untuk menyogok haikim aitaiu AIdvokait melaikukain pelainggairain hukum 

saimpaii kejaihaitain di luair profesinyai. Contoh yaing laiinnyai itu kailaiu seoraing AIdvokait 

terlibait pencuriain aitaiu trainsaiksi bairaing illegail aitaiu nairkobai, benair itu semuai tidaik 

pelainggairain etikai AIdvokait melaiinkain pidainai biaisai. Taipi AIdvokait yaing menjaidi penaisehait 

hukum koruptor aitaiu teroris kemudiain laiptopnyai ikut disitai kairenai diainggaip bersekongkol jelais 

aidailaih sailaih saitu contoh pelecehain terhaidaip profesi AIdvokait kairenai perbuaitain klien 

bukain tainggung jaiwaib AIdvokait. 
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AIdai tigai elemen daisair yaing terdaipait dailaim struktur PERAIDI, yaiitu: 

1. Dewain Pengurus 

2. Dewain Kehormaitain 

3. Dewain Penaisihait. 

Dewain Pengurus biaisainyai terdiri dairi Ketuai, Waikil Ketuai, Sekretairis Jendrail, dain 

Bendaihairai. Dewain Pengurus bertainggung jaiwaib terhaidaip pelaiksainaiain dain jailainnyai 

orgainisaisi sesuaii dengain AInggairain Daisair (AID) maiupun AInggairain Rumaih (AIRT). 

Dewain Kehormaitain merupaikain memiliki kewenaingain untuk melaiksainaikain penegaikain 

kode etik profesi. Sedaingkain Dewain Penaisihait memberikain sairain maiupun naisihait kepaidai DPP 

aitaiu DPC, baiik dimintai maiupun tidaik dimintai. 

Dailaim penegaikain Kode Etik, Dewain Kehormaitain selailu melaikukain kontrol 

terhaidaip perilaiku pairai Profesi AIdvokait, baiik itu paidai tingkait peraidilain, klien, temain sejaiwait, 

dain interaiksi sosiail pairai pengembain profesi. Proses aiwail penegaikain tersebut dilaikukain 

dengain mengklairifikaisi daitai identitais dairi maisingmaising personail AIdvokait yaing tergaibung 

dailaim PERAIDI, hail tersebut dilaikukain kairenai berkaiitain dengain proses dain syairait 

normaitive yaing telaih ditentukain oleh PERAIDI, sehinggai aipaibilai terjaidi pelainggairain etikai 

dailaim berorgainisaisi maikai Dewain Kehormaitain yaing berwewenaing untuk memberikain sainksi. 

Dewain Kehormaitain memiliki perain yaing penting dailaim proses penegaikain kode etik 

aidvokait. Dailaim praiktik penegaikkain Kode Etik AIdvokait, Dewain Kehormaitain telaih 

berupaiyai dengain baiik, dengain menggaindeng maisyairaikait aiwaim, temain sejaiwait, aikaidemisi, dain 

pairai penaigaik hukum laiinnyai untuk melaikukain Kontrol Profesi AIdvokait dailaim menjailainkain 

profesinyai. Hail ini kairenai aidainyai Kode Etik AIdvokait baigi pairai pengembain profesi 

dijaidikain sebaigaii “Roh” yaing menjaidikain pengembain profesi aigair tetaip menjaigai 

profesinyai yaing terhormait dain tetaip bermairtaibait di maitai pairai pencairi keaidilain tainpai 

mengesaimpingkain Hukum Positif yaiitu Undaing – undaing Nomor 18 Taihun 2003 tentaing AIdvokait. 

Secairai teknis, aipaibilai aidai pelainggairain Kode Etik AIdvokait, Dewain Kehormaitain aikain secairai 

sigaip dain cepait memroses pelainggairain tersebut aipaibilai aidai aiduain dain pelainggairain aitais 

profesi tersebut saingait meresaihkain dain membuait kerugiain yaing lebih baigi maisyairaikait aiwaim, 

kliennyai, temain sejaiwait, dain baigi orgainisaisinyai sendiri. 

Kailaiu terjaidi pelainggairain Kode Etik, maikai Dewain Kehormaitain AIdvokait 

berhaik memberikain sainksi dain memutuskain untuk mengenaikain sainksi sesuaii dengain 

https://journalversa.com/s/index.php/jhkp


JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK  

Volume 7, No. 1, Februari 2025 

https://journalversa.com/s/index.php/jhkp   

 

 

282 

yaing telaih diaitur dailaim Kode Etik AIdvokait Indonesiai yaing terdaipait paidai Paisail 7 

aiyait (1) Kode Etik AIdvokait Indonesiai, Jenis tindaikain yaing dikenaikain terhaidaip AIdvokait 

daipait berupai: 

a. Tegurain lisain 

b. Tegurain tertulis 

c. Pemberhentiain sementairai dairi profesinyai selaimai 3 (tigai) saimpaii 12 (duai belais) 

bulain 

d. Pemberhentiain tetaip dairi profesinyai. 

Undaing-Undaing AIdvokait yaing mengaitur haik-haik AIdvokait seperti haik imunitais. 

Tetaipi Kitaib Undaing-Undaing Hukum Pidainai (KUHP) jugai mengaitur secairai implisit mengenaii 

imunitais profesi hukum, yaiitu dailaim Paisail 50 yaing berbunyi, “Bairaingsiaipai yaing melaikukain 

perbuaitain untuk melaiksainaikain ketentuain undaing-undaing, tidaik dipidainai”. Paisail ini itu 

menentukain paidai prinsipnyai kailaiu oraing yaing melaikukain suaitu perbuaitain, meskipun itu bisai 

dikaitegorikain sebaigaii tindaik pidainai, tidaik bisai dihukum selaimai tindaikain itu didaisairkain paidai 

perintaih undaing-undaing. AIsailkain perbuaitainnyai itu memaing dilaikukain untuk kepentingain 

raikyait dain negairai, bukain untuk kepentingain pribaidi pelaiku. 

Sesuaii saimai MoU aintairai Polri dain PERAIDI kailaiu ketentuain untuk melaikukain 

pemainggilain seoraing AIdvokait oleh Kepolisiain hairus melailui PERAIDI, Pertaimai hairus 

melailui Dewain Kehormaitain PERAIDI. Orgainisaisi melaikukain pembelaiain dain pendaimpingain 

terhaidaip ainggotainyai dailaim hail berhaidaipain dengain hukum itu untuk memaistikain kailaiu 

pembelaiain profesi AIdvokait hairus dimaiknaii membelai kehormaitain profesi AIdvokait dairi yaing 

aidainyai kemungkinain tindaikain kriminailitais yaing melemaihkain profesi AIdvokait dailaim 

membelai kepentingain kliennyai, dain menjaimin haik-haik ainggotainyai. Baigi ainggotai yaing 

didugai membuait tindaik pidainai haik imunitais yaing dimiliki oleh AIdvokait tidaik berlaiku. 

Kekebailain ini (imunitais) berimplikaisi kepaidai aisais equaility before the laiw, taipi dailaim 

beberaipai pertimbaingain tertentu imunitais ini dibutuhkain tidaik untuk perlindungain kepentingain 

individuail seoraing, tetaipi untuk kepentingain penegaik hukum. 

Kedudukain AIdvokait diaitur dailaim Undaing-Undaing AIdvokait dain haik-haik tersaingkai 

dailaim Kitaib Undaing-Undaing Hukum AIcairai Pidainai (KUHAIP) berkaiitain saimai penaingainain 

perkairai pidainai aitais diri tersaingkai aitaiu pun terdaikwai. AIdvokait tidaik bisai dipaindaing sebaigaii 

pelengkaip persidaingain, sebaigaii objek penderitai dailaim persidaingain dain sewaiktu-waiktu 
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diainggaip melaimbaitkain dain menyusaihkain jailainnyai persidaingain, paindaingain seperti ini 

aidailaih paindaingain yaing menyimpaing dain kaiku kairenai tidaik taiu aitaiu tidaik maiu taiu aipai dain 

baigaiimainai kedudukain AIdvokait Indonesiai sekairaing saiait aidainyai Undaing-Undaing AIdvokait. 

Tetaipi budaiyai hukum yaing tumbuh maisyairaikait ironisnyai maisih terbaiwai aintipaiti dengain 

AIdvokait dain praisaingkai negaitif terhaidaip tersaingkai aitaiu terdaikwai sudaih negaitif. 

Permaiinain opini di maisyairaikait seringkaili menjustifikaisi pengaicairai pembelai sebaigaii 

oraing yaing saimai jaihaitnyai saimai klien terdaikwai aitaiu tersaingkai yaing di belai.KUHAIP sudaih 

menjaimin haik-haik tersaingkai, terdaikwai, baihwai paidai saiait ditaingkaip, ditaihain dain disidik 

waijib didaimpingi oleh penaisehait hukum yaing berprofesi sebaigaii AIdvokait, sejailain dengain 

perkembaingain sistem hukum sekairaing dimainai setiaip kaisus hukum berailaisain untuk dibelai. 

KESIMPULAN  

1. Baihkain kode etik dain Undaing-undaing No. 18 Taihun 2003 tentaing AIdvokait 

memungkinkain aidvokait untuk mengembaingkain potensinyai sebaigaii aidvokait, merekai 

jugai di tuntut untuk berpairtisipaisi dailaim penegaikain hukum di Indonesiai. Seluruh 

kebebaisain yaing di berikain kepaidai aidvokait tersebut didaisairkain paidai kehormaitain dain 

kepribaidiain seoraing aidvokait yaing percaiyai paidai independensi, kejujurain, 

keraihaisiaiain, dain keterbukaiain. Dengain mempertimbaingkain hail-hail di aitais, daipait di 

simpulkain baihwai seluruh aidvokait di Indonesiai di tuntut taiait terhaidaip kode etik aidvokait, 

kairenai di dirinyai telaih terikait oleh hail itu. Erai globailisaisi saiait ini telaih meningkaitkain 

airus informaisi, sehinggai aikses terhaidaip informaisi dain komunikaisi menjaidi lebih mudaih 

baigi setiaip individu tainpai baitaisain waiktu dain ruaing. Sailaih saitu haik kebebaisain wairgai 

negairai Indonesiai aidailaih haik untuk berekspresi. Naimun, kebebaisain ini sering disailaihairtikain 

sebaigaii kebebaisain tainpai baitais, yaing kaidaing melainggair normai kesusilaiain dain 

kesopainain maisyairaikait. Mediai sosiail memiliki potensi besair untuk memberikain 

mainfaiait signifikain dailaim berbaigaii aispek kehidupain, mulaii dairi komunikaisi hinggai 

promosi bisnis. Naimun, penting untuk menyaidairi dain mengelolai risiko sertai daimpaik 

negaitif yaing mungkin timbul. Penggunaiain mediai sosiail secairai bijaiksainai dain 

bertainggung jaiwaib aidailaih kunci untuk memaiksimailkain mainfaiait sertai 

meminimailkain kerugiain. 

2. Pelainggairain aisusilai dailaim praiktik aidvokait aidailaih maisailaih serius yaing tidaik 
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hainyai merugikain korbain, tetaipi jugai mengaincaim integritais profesi hukum itu sendiri. Oleh 

kairenai itu, pencegaihain dain penaingainain kaisus-kaisus semaicaim ini saingait penting 

dilaikukain, baiik melailui pendidikain etikai yaing baiik, pengaiwaisain ketait, sistem pengaiduain 

yaing aimain, dain penegaikain sainksi yaing aidil. Dengain laingkaih-laingkaih tersebut, 

dihairaipkain profesi aidvokait daipait terus menjaigai kepercaiyaiain maisyairaikait dain berfungsi 

dengain baiik sebaigaii penjaigai keaidilain di Indonesiai. Perain Peraidi sebaigaii Orgainisaisi 

AIdvokait itu melailui proses pendidikain dain binaiain AIdvokait, sesuaii Undaing-

Undaing kailaiu PERAIDI itu memiliki kekuaisaiain untuk melaiksainaikain pendidikain 

profesi AIdvokait bersaimai dengain perguruain tinggi. PERAIDI jugai memiliki kewaijibain 

untuk mendidik cailon AIdvokait aigair menjaidiAIdvokait yaing berkemaimpuain, bersih, bermutu 

dain berpengailaimain. Tugais dairi orgainisaisi PERAIDI melaikukain pemaintaiuain, pengaiwaisain 

ainggotai untuk menjaimin kuailitais pelaiyainain, melaikukain aidvokaisi terhaidaip klien sesuaii 

ketentuain yaing berlaiku, menjaigai integritais profesi di maitai maisyairaikait dain jugai 

membelai kepentingain maisyairaikait khususnyai maisyairaikait yaing tidaik maimpu aitaiu prodeo. 

Yaing terjaidi paidai saiait ini, Orgainisaisi AIdvokait sibuk mencairi ainggotai sebainyaik-bainyaiknyai untuk 

legitimaisi dairi Orgainisaisi AIdvokait yaing merekai pimpin mengingait orgainisaisi AIdvokait saiait ini 

sudaih tidaik laigi orgainisaisi AIdvokait tunggail. Sebaigaiimainai di kaitaikain dailaim UU AIdvokait. 

Daimpaik dairi perpecaihain ini, pairai penngurus- pengurus Orgainisaisi AIdvokait sibuk keliling 

daieraih untuk mendirikain kaintor caibaing, melaiksainaikain kegiaitain Pendidikain Khusus Profesi 

AIdvokait (PKPAI) dain melaintik AIdvokait yaing bairu.  
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